Menimbang

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

: a. bahwa untuk memberikan acuan dalam

mengoperasionalkan kegiatan rencana pembangunan
dengan substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah berdasarkan sasaran dan indikator, target
kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan,
indikator, target kinerja serta perumusan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan
strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah, Bappelitbangda menyampaikan
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah
diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Baru, Bupati yang masa jabatannya
berakhit Tahun 2023 menyusun dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang
selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 serta
memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk
menyusun Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan daan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksaaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);

12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun
2024 sampai dengan Tahun 2026 yang memuat tujuan, sasaran,
strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah,
serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 5 (lima) tahun.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara
secara minimal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang.

Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng
Rappang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk
untuk periode 3 (tiga) tahun.

Renca Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karesteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau
seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.
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Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumberdaya tersebut.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau
manfaat dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
program atau kegiatan.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan,
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan
kerjasama dari beberepa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan
wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk
menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai
bahan Penyusunan RKPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

b.

pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2024 sampai dengan

Tahun 2026;

bahan penyempurnaan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD

Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026; dan

instrumen bagi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun
2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4
Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I . Pendahuluan;

BABII : Gambaran PelayananPerangkat Daerah;

BABIII : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
BAB IV : Tuyjuan dan Sasaran;

BABV : Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
BAB VIII : Penutup.



(1)
(2)

(3)

BAB III

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

PD menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi PD setelah RKPD
ditetapkan.

Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup analisis gambaran pelayanan,
analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencaaan lainnya,
analisis isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam
rancangan awal RPD.

Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :

a0 o

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Renstra Sekretariat Daerah;

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Renstra Inspektorat Daerah;

Renstra Dinas Daerah terdiri atas :

Renstra Pendidikan dan Kebudayaan;

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,
Pertanahan dan Perumahan Rakyat;

Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

Renstra Dinas Lingkungan Hidup;

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
dan Ketahanan Pangan;

Renstra Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

Renstra Dinas Sosial;

10) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
12) Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Perempuan dan Perlindungan Anak;

13) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

14) Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

15) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

16) Renstra Dinas Perhubungan;

17) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

18) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran;

e. Renstra Badan Daerah terdiri atas:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengengembangan Sumber
Daya Manusia;

Renstra Badan Pendapatan Daerah;

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



f. Renstra Kecamatan terdiri atas:
1) Renstra Kecamatan Maritengngae;
2) Renstra Kecamatan Panca Rijang;
3) Renstra Kecamatan Baranti;
4) Renstra Kecamatan Kulo;
5) Renstra Kecamatan Watang Sidenreng;
6) Renstra Kecamatan Dua Pitue;
7) Renstra Kecamatan Pitu Riawa;
8) Renstra Kecamatan Pitu Riase;
9) Renstra Kecamatan Tellu Limpoe;
10) Renstra Kecamatan Panca Lautang;
11) Renstra Kecamatan Watang Pulu.
(4) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
TTD

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

TTD

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 16



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
epaiaBagian Hukum

A KAIMAL,SH



